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SALINAN 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN  

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  

REPUBLIK INDONESIA 

 

NOMOR  37 TAHUN  2022 

 

TENTANG 

TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL  

PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA 

 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,  

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan strategi pengadaan 

melalui konsolidasi pengadaan agar memperoleh 

value for money maka diperlukan percepatan 

implementasi katalog sektoral di 

kementerian/lembaga dengan membentuk dan 

menujuk Tim Percepatan Implementasi Katalog 

Elektronik Sektoral pada Kementerian/Lembaga;  

b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum 

pada Lampiran Keputusan ini dianggap memiliki 

kompetensi dan berintegritas untuk mempercepat 

implementasi katalog elektronik sektoral pada 

kementerian/lembaga di Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Kepala Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

tentang Tim Percepatan Implementasi Katalog 

Elektronik Sektoral pada Kementerian/Lembaga; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden 106 Tahun 

Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314); 
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2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 63); 

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 77); 

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN 

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG 

TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI KATALOG 

ELEKTRONIK SEKTORAL PADA 

KEMENTERIAN/LEMBAGA. 

 

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Implementasi Katalog 

Elektronik Sektoral pada Kementerian/Lembaga 

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

 

KEDUA : Tim Percepatan Implementasi Katalog Elektronik 

Sektoral pada Kementerian/Lembaga sebagaimana 

dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan 

tanggung jawab: 

a. memberikan diseminasi, pendampingan dan 

bimbingan teknis dalam rangka penyelenggaraan 

Katalog Elektronik Sektoral; 

b. melakukan pemeriksaan ketersediaan etalase 

produk dalam rangka menindaklanjuti 

penyampaian usulan produk dari pengelola 

Katalog Elektronik Sektoral; 
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA 

KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH 

TENTANG TIM PERCEPATAN 

IMPLEMENTASI KATALOG 

ELEKTRONIK SEKTORAL PADA 

KEMENTERIAN/LEMBAGA 

NOMOR : 37 TAHUN 2022    

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2022 

 

SUSUNAN KEANGGOTAAN 

TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL 

PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA 

 

Kedudukan dalam Tim  Nama 

Pengarah : 1. Abdullah Azwar Anas 

2. Robin Asad Suryo 

Penanggung Jawab : 1. Sarah Sadiqa 

2. Gatot Pambudi Poetranto 

3. Sutan Suangkupon Lubis 

4. Setya Budi Arijanta 

 

Ketua : Yulianto Prihhandoyo 

Wakil Ketua : M. Aris Supriyanto 

Koordinator Bidang 

Perekonomian dan Kemaritiman 

: Harry Sri Kahartan 

Koordinator Bidang Polhukam 

Dan Pembangunan Manusia 

Dan Kebudayaan 

: Selamet Budiharto 

Anggota Bidang Perekonomian 

dan Kemaritiman 

: 1. Erlangga Aninditya 

2. Sari Melani  

3. Seno Haryo Wibowo 

4. Hilman Fazri 

5. Andi Priyo Utoma 

6. Mukti Herlambang 

7. Kartika Fitriyani 

8. Lutfi Prafidya F 

9. Fahreza 

10. Tinta Nurvitania 

11. Tri Rokhmatun Sobiroh 

12. Aulia Nur Amalina 

13. Dedi Riswanto 

14. Anggini Pangestu 
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Kedudukan dalam Tim  Nama 

15. Muhammad Fakhri Naufaladi 

16. Dwi Nur Maryana 

17. Gebyar Trisula Pinandita 

18. Riski Wicaksono 

 

Anggota Bidang Polhukam Dan 

Pembangunan Manusia Dan 

Kebudayaan 

: 1. Ari Sulindra 

2. Nuraini Darmastuti 

3. Devi Yanurida 

4. Febrita Sidabalok 

5. Sigit Apriyanto 

6. Aisyah Khoirun Nisa 

7. Nida Mufidah Anggarini 

8. Melfa 

9. Fitrian Anggraini 

10. Carolina Maria Anggreini 

11. Jefry Seftian 

12. Yasmine Permata Sari 

13. Riski Wicaksono 

14. Mela Ervina Rahmat 

15. Indra Wulida Ramdan 

16. Sri Utaminingsih 

17. Muhammad Arief Setiawan 

18. Mega Chandra Sera 

19. Elvi Egyasti 

20. Moses Alfredo Samodara 

 

 

 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN 

PENGADAANBARANG/JASA 

PEMERINTAH, 

 

ttd 

 

ABDULLAH AZWAR ANAS 
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